PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ©25 TAHUN 2022
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023

Menimbang;:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan
penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan
keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi
masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,;

. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menyusun dan menetapkan Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Menetapkan
KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2023 yang selanjutnya disebut Propemperkada Tahun 2023
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.



KEDUA . Propemperkada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan/atau
penambahan dalam hal:

a.

b.
o

mengatasi keadaan luar baisa, keadaan konflik, atau
bencana alam;

menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;

adanya kebutuhan regulasi dan/atau mengatasi
keadaan tertentu lainnya yang dapat dipastikan
urgensinya;

. adanya perintah dan/atau dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada
ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal -“ Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

\71],__,_

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 828
TENTANG

TAHUN 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO

SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA

JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH

DASAR HUKUM

Bagian Pemerintahan

1. Batas Wilayah/Kecamatan Teluk Tiram

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

2.Batas Wilayah/Kecamatan Basirih

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

3. Batas Wilayah/Kecamatan Telaga Biru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

4. Batas Wilayah/Kecamatan Telawang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

S. Batas Wilayah/Kecamatan Belitung Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

6. Batas Wilayah/Kecamatan Belitung Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

7. Batas Wilayah/Kecamatan Kuin Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun




2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

8. Batas Wilayah /Kecamatan Pelambuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

9. Batas Wilayah/Kecamatan Kuin Cerucuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

10. Batas Wilayah/Kecamatan Pekapuran Raya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

11. Batas Wilayah/Kecamatan Kebun Bunga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

12. Batas Wilayah/Kecamatan Karang Mekar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

13. Batas Wilayah /Kecamatan Kuripan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

14. Batas Wilayah/Kecamatan Banua Anyar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

15. Batas Wilayah/Kecamatan Pengambangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

16. Batas Wilayah/Kecamatan Sungai Bilu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

17. Batas Wilayah/Kecamatan Sungai Lulut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa




18. Batas Wilayah/Kecamatan Pemurus Luar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

19. Batas Wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan
Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

20. Batas Wilayah Kelurahan Kertak Baru Ulu
Kecamatan Banjarmasin tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

21. Batas Wilayah/Kecamatan Teluk Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

22, Batas Wilayah Kelurahan Mawar Kecamatan
Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

23. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Luar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

24, Batas Wilayah/Kecamatan Seberang Mesjid

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

25. Batas Wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan
Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

26. Batas Wilayah Kelurahan Antasan Besar
Kecamatan Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

27. Batas Wilayah/Kecamatan Sungai Baru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

28. Batas Wilayah/Kecamatan Kertak Baru Ilir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan




Batas Desa

29. Batas Wilayah/Kecamatan Pekapuran Laut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

30. Batas Wilayah Kelurahan Pasar Lama Kecamatan
Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

31. Batas Wilayah/Kecamatan Pemurus Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

32. Batas Wilayah/Kecamatan Pemurus Baru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

33. Batas Wilayah/Kecamatan Basirih Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

34. Batas Wilayah/Kecamatan Mantuil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

35. Batas Wilayah/Kecamatan Tanjung Pagar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

36. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

37. Batas Wilayah/Kecamatan Murung Raya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

38. Batas Wilayah/Kecamatan Pekauman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

39. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun




2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

40. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

41. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

42. Batas Wilayah/Kecamatan Kelayan Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

43. Batas Wilayah/Kecamatan Banjarmasin Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

44. Batas Wilayah/Kecamatan Banjarmasin Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

45. Batas Wilayah/Kecamatan Banjarmasin Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

46. Batas Wilayah/Kecamatan Banjarmasin Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

47. Dana Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

48. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di
Kota Banjarmasin

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

49. Petunjuk Teknis Tim Survei dan Pengolah Data
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan




Pendayagunaan Data Profil Keluarahan di Kota
Banjarmasin

Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

Bagian Kesejahteraan

Rakyat

50. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

51. Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota
Banjarmasin

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan

52. Petunjuk Teknis Pemberian Uang Transportasi
Kegiatan Ustaz dan Ustazah Kota Banjarmasin

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4
Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi
Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah
Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang
beragama Islam

53. Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial yang Tidak
Direncanakan Sebelumnya Bersumber dari Belanja
Tidak Terduga di Lingkungan Kota Banjarmasin

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Pembangunan

54. Pelaporan dan Target Penyerapan Anggaran di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Bagian Organisasi

55. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 138 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur




Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun
2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

56. Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

57. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah

Bagian Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

58. Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali dalam
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (Tiga)
Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup

1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan




Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17
Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian
Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di
Daerah

Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan

58. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

59. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Kepada Jabatan Fungsional
Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan
Pengawas Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

60. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Kepada Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga
Teknis dan Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah

61. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat
Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara Serta Pihak Lain

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah




62. Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

63. Penambahan Standar Satuan Harga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

64. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

65. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

66. Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Aktif dan In
Aktif) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

67. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

68. Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012




tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

69. Pedoman Pelaksanaan Alih Media Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

70. Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

71. Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

72. Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi




73. Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses
Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan

9 | Dinas Pendidikan 74. Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian | tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas
Pendidikan Kota Banjarmasin
75. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Sistem Pendidikan Nasional
Kurikulum Merdeka di Kota Banjarmasin
10 | Dinas Koperasi, Usaha | 76. Peninjauan Tarif Retribusi Lapangan Kamboja dan | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
Mikro dan Tenaga Kerja | Wisata Kuliner Baiman (Fly Over) 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Banajrmasin Nomor 16
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
11 | Dinas Komunikasi, 77. Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Informatika dan
Statistik

Informatika Tahun 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin




4. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga
Ahli Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin

78. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga
Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin

79. Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Sertifikat Elektronik

4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

S. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor
10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat
Elektronik

80. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis




Elektornik di Pemerintah Kota Banjarmasin

81. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektornik di Pemerintah Kota Banjarmasin

82. Pedoman Manajemen Teknis Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektornik di Pemerintah Kota Banjarmasin

83. Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Keamanan Siber
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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Dinas Perhubungan

84. Penetapan Tarif Angkutan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan
85. Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Banjarmasin Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan
86. Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tentang Angkutan

87. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang




Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Angkutan Pelajar di Lingkungan Dinas Perhubungan | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Kota Banjarmasin tentang Angkutan

88. Penetapan Tarif Retribusi Reklame Sarana dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Prasarana Perhubungan tentang Pajak Daerah

89. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerangan Jalan
Umum dan Penerangan Jalan Umum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak,
serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

90. Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

91. Kawasan Kendaraan Tertentu dengan
menggunakan Motor Listrik

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik

92. Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan, Jasa
Angkutan Sungai, Jasa Penyebrangan dan
Penggunaan Daratan Air

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Retribusi Perizinan dan Jasa Angkutan Sungai, Jasa
Penyebrangan dan Penggunaan Dataran Air

93. Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan di Bidang
Angkutan Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Retribusi Perizinan di Bidang Angkutan Umum di




Jalan dan Kursus Mengemudi

94. Penyelenggaraan Mobil Derek

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

95. Penyelenggaraan, Pengawasan dan Penertiban
Tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

96. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

97. Penyelenggaraan Parkir Insidentil

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di
Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

98. Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota
Banjarmasin

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

99. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Parkir

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
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Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

100. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertahanan Negara Nomor 11 Tahun 2021




tentang Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana
Detail Tata Ruang;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Banjarmain Tahun 2021-2041

101. Insentif Disinsentif Penataan Ruang Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Banjarmain Tahun 2021-2041

102. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pusat
Kawasan Perdagangan dan Jasa Banjarmasin Tengah

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

103. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koridor
Utama Banjarmasin Utara

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

104. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koridor
Utama Banjarmasin Selatan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

105. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koridor
Utama Banjarmasin Barat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

106. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koridor
Utama Banjarmasin Timur

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021




tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

107. Pengawasan dan Penindakan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
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Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan
Perikanan

108. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

109. Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan

2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam
Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

15

Dinas Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamatan

110. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Alat Pemadam Kebakaran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

16

Dinas Kesehatan

111.Pedoman Pengadaan, Pengangkatan,
Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas di Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

112. Perubahan atas Peraturan Wali Kota

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019




Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
Daerah Kota Banjarmasin

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

17

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana dan

113. Penyaluran Dana Pemberian Makanan

Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima
Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

Pemberdayaan Pelayanan Terpadu Lanjut Usia serta Penyaluran 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok
Perempuan Dana Transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan
Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, | Terpadu
Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma
di Kota Banjarmasin
18 | Inspektorat 114. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Kota Banjarmasin Tahun 2023

Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

115. Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

116. Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Gelar
Pengawasan Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaaan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Tahun 2021

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

117. Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Layani di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah

118. Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Hari
Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2023
Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan




Penyelenggara Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

119. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota
Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

120. Tarif Biaya Perjalanan Dinas Khusus
Pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023

120. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

121. Rencana Pengendalian Kecurangan di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah




3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

122. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2023

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

123. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
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